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ABSTRAK 

Adanya desentralisasi fiskal sebagai mekanisme optimal dalam alokasi sumber 

daya menjadikan pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam pengambilan 

keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah, terutama dalam 

pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. pengelolaan keuangan dan 

pengambilan keputusan yang efektif dapat berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat daerah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraaan 

masyarakatnya yakni dengan menyediakan infrastruktur serta sarana dan prasarana 

yang memadai guna mendukung kelancaran aktivitas ekonomi yang mana 

penyediaan sarana dan prasarana tersebut di distribusikan melalui alokasi belanja 

modal yang dianggarkan dalam APBD. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya terhadap Belanja Modal. Data yang 

digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD 

Kabupaten/Kota se-Jawa Timur periode 2013-2023 dengan total observasi 418. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data 

panel. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara parsial PAD, 

DAU dan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan secara 

simultan variabel PAD, DAU dan SiLPA secara bersama-sama memberikan 

pengaruh pada alokasi belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 

2013-2023. 

Kata kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.   
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ABSTRACT 

The existence of fiscal decentralization as an optimal mechanism for resource 

allocation gives local governments the freedom to make decisions in accordance 

with the needs of the local community, especially in terms of financial management 

and public services. Effective financial management and decision-making can have 

an impact on the welfare of local communities. The government's efforts to improve 

the welfare of its people include providing adequate infrastructure and facilities to 

support the smooth running of economic activities, with the provision of these 

facilities and infrastructure distributed through capital expenditure allocations 

budgeted in the APBD. This study aims to identify the influence of Local Own-

Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Previous Year Budget 

Surplus (SiLPA) on Capital Expenditure. The data used are secondary data 

obtained from the APBD realization reports of districts/cities in East Java for the 

period 2013-2023, with a total of 418 observations. The analytical method used in 

this study is panel data regression analysis. The results of the study indicate that, 

partially, PAD, DAU, and SiLPA have a positive influence on capital expenditure. 

Meanwhile, simultaneously, the variables PAD, DAU, and SiLPA collectively 

influence the allocation of capital expenditure in districts/cities in East Java 

Province from 2013 to 2023. 

Keywords: Capital Expenditure, Local Revenue, General Allocation Fund, Budget 

Calculations Surplus Time  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perubahan kebijakan pemerintah pusat mengenai pengelolaan 

keuangan regional yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 

menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 kemudian di revisi lagi 

menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwasanya 

sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya tersentralisasi 

menjadi daerah otonom, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan 

dalam melakukan pengaturan dan pengurusan sendiri terkait kepentingan 

pemerintah berdasarkan asas otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan 

untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah melalui upaya menggali 

dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing 

daerah. Adanya otonomi daerah menjadikan keuangan daerah sebagai 

indikator untuk menilai seberapa mampu suatu daerah dalam mengatur 

rumah tangganya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga 

bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Malisan & Fakhroni, 2017). 

Kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dapat dilihat dari 

pertumbuhan ekonominya Jika angka pertumbuhan ekonomi meningkat, 

maka kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat (Lestari & Basuki, 

2024). Upaya pemerintah dalam mendorong pentumbuhan ekonomi yang 

optimal yakni dengan cara menyediakan infrastruktur serta sarana dan 
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prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran aktivitas ekonomi 

masyarakat. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur tersebut didistribusikakn 

melalui alokasi belanja modal yang dirancang setiap periode dalam APBD 

(Nasution et al., 2023). APBD didefinisikan sebagai rencana keuangan 

tahunan daerah yang dirancang, dipertimbangkan, dan ditetapkan bersama 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

lalu disahkan melalui perundang-undangan daerah  (Maryati et al., 2022). 

APBD memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan dan pengalokasian APBD 

yang tepat akan mendukung penyediaan pelayanan publik berkualitas, 

pengembangan infrastruktur, serta pengurangan ketimpangan sosial. 

Melalui APBD, masyarakat dapat memperoleh gambaran secara transparan 

mengenai penggunaan dan alokasi sumber daya daerah. Sebagai instrumen 

utama dalam pengelolaan keuangan daerah, APBD berfungsi sebagai arahan 

untuk pemda guna menyajikan pelayanan kepada masyarakat selama satu 

periode anggaran. 
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Gambar 1.1 Grafik Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta Tahun 2013-2023 

Sumber: Dirjen Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah 2025 

Grafik yang ditampilkan diatas menunjukkan APBD Provinsi Jawa 

timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta dari tahun 2013 – 2018 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 APBD 

setiap provinsi mengalami penurunan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh 

kondisi ekonomi global dan nasional pada tahun tersebut, seperti terjadinya 

pandemi Covid-19 yang juga berdampak pada pendapatan daerah. Namun 

pada tahun 2021 sampai dengan 2023 realisasi APBD kembali mengalami 

peningkatan. DKI Jakarta memiliki nilai APBD tertinggi secara signifikan 

dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat 

memiliki nilai APBD yang relatif berdekatan, sedangkan Jawa Tengah 

memiliki nilai APBD paling rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya 
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namun tren APBD Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan yang stabil 

selama periode 2013-2023.  

APBD mencakup tiga komponen utama, yaitu penerimaan daerah, 

pembiayaan daerah, dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah mencakup 

seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah dalam satu periode 

anggaran. Selain itu, pembiayaan daerah mencakup semua kegiatan 

keuangan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan 

pengeluaran daerah. Akhirnya, pengeluaran daerah mencakup semua 

pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah guna mendanai 

pelaksanaan administrasi dan pembangunan daerah.  

Belanja Daerah merupakan instrumen penting dalam mendorong 

pembangunan regional dan penyediaan layanan publik. Belanja modal ialah 

komponen uatama dari pembelanjaan daerah, dikarenakan belanja modal 

berkaitan erat dengan penyediaan layanan publik dan pengembangan 

infrastruktur (Twinki & Widiyanti, 2023). Anggaran untuk belanja modal 

umumnya dimanfaatkan untuk investasi pada aset jangka panjang yang 

bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, 

sekolah, rumah sakit, dan fasilitas masyarakat lainnya.  Selain itu, belanja 

modal juga dapat digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia 

melalui investasi jangka panjang yang bertujuan mendorong pertumbuhan 

ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Gambar 1.2 Grafik realisasi jenis Belanja Daerah di Jawa Timur 

Periode 2013- 2023 

Sumber: Dirjen Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah 2025 

Melalui grafik pada gambar 1.2 dapat diamati sepanjang periode 

2013-2023 belanja daerah Sebagian besar didominasi oleh pengeluaran 

untuk barang dan jasa serta pengeluaran untuk pegawai. jika dibandingkan 

antara pengeluaran aktual untuk tenaga kerja, barang dan jasa, serta 

pengeluaran modal, pengeluaran modal memiliki nilai terendah yang 

mengindikasikan bahwa alokasi belanja daerah masih kurang produktif 

karena sebagian besar anggaran dialokasikan bukan pada belanja modal. 

Ketepatan pemerintah daerah dalam mendistribusikan anggaran belanja 

berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pada 

belanja modal, hal ini disebabkan belanja modal merupakan instrument vital 

yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.  
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Pada evaluasi yang dilakukan oleh Komisi X DPR pada tahun 2020 

menunjukkan bahwa masih terdapat 289 daerah di Indonesia yang belum 

mengalokasikan APBD nya untuk belanja infrastruktur (DJPB, 2023). Lalu 

pada Rapat paripurna yang dilakukan di Surabaya, tanggal 05 Juni 2023 

yang dikutip dari Antara Jatim (2023) gubernur Jawa Timur menyampaikan 

“Realisasi pendapatan daerah lebih besar dari yang ditargetkan, serta 

realisasi belanja dan transfer yang lebih kecil dari anggaran” maksudnya, 

pada tahun 2022 realisasi Pendapatan daerah mencapai Rp 31,9 triliun atau 

107,92 persen dari jumlah yang ditargetkan. Namun realisasi belanja daerah 

untuk belanja modal Rp 2,5 triliun. Sedangkan Belanja Operasional Rp 

20,88 Triliun, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 116,40 miliar 16.40 persen 

dari yang dianggarkan sebesar Rp 709,19 miliar serta realisasi Belanja 

Transfer sebesar Rp 7,99 triliun. Jika merujuk pada Undang-Undang No 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja 

infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari 

total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada 

daerah dan/desa. Lalu dalam hal presentase belanja pegawai setiap daerah 

wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang 

dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. 

Pertumbuhan dana alokasi belanja modal dipengaruhi oleh besarnya 

penerimaan yang diperoleh daerah. Meningkatnya sumber pendapatan suatu 

daerah, maka semakin besar pula fleksibilitas daerah untuk mengatur 
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kepentingan daerahnya. Sesuai dengan salah satu kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah daerah, yaitu kemampuan untuk menggali 

sumber keuangannya secara mandiri. Pemerintah daerah memiliki peluang 

untuk meningkatkan penerimaan, dimana hasil pengelolaan sumber daya 

tersebut akan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya 

digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi belanja pemerintah 

daerah (Fatimah et al., 2020).  

Bagi institusi pemerintahan ditingkat lokal PAD merupakan 

pembiayaan yang penting karena PAD ialah penerimaan yang didapat 

pemerintah melalui pengelolaan sumber daya daerahnya sendiri yang 

dihimpun berdasarkan peraturan daerah. PAD diupayakan bisa berfungsi 

sebagai salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam adanya 

desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi pemerintah diharapkan mampu 

mengoptimalkan eksplorasi potensi pendapatan di daerahnya, sehingga 

tidak muncul masalah terkait pembiayaan selama pelaksanaannya. 

Komponen PAD diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk 

pendapatan pajak daerah, pungutan daerah, hasil pengelolaan aset daerah 

yang terpisah, dan jenis pendapatan PAD lainnya yang sah. Peningkatan 

pendapatan PAD diharapkan dapat mendorong tata kelola keuangan yang 

lebih baik, memperbaiki finansial lokal, serta mengurangi dependensi dari 

dana transfer pusat. 

Selain Pendapatan Asli Daerah terdapat penerimaan non-APBD 

yang digunakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal. 
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Penerimaan yang dimaksud yakni berasal dari pemerintah pusat yang 

digunakan untuk menangani terjadinya ketidakseimbangan anggaran antar 

wilayah. Penerimaan yang diterima dari pemerintah pusat diistilahkan 

sebagai dana transfer pusat atau dana perimbangan. Dana perimbangan ialah 

alokasi anggaran dari APBN yang ditetapkan Pemerintah pusat guna 

pendanaan kepentingan regional selama proses desentralisasi. Dana 

perimbangan mencakup: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 

Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). DBH dialokasikan berdasarkan 

kontribusi daerah terhadap pendapatan negara, sedangkan DAU 

didistribusikan untuk menyeimbangkan kemampuan finansial antar 

wilayah. Sementara itu, DAK ditujukan untuk mendanai aktivitas khusus 

yang menjadi prioritas nasional. Ketiga jenis anggaran ini memiliki potensi 

signifikan untuk meningkatkan belanja modal daerah. DBH dapat langsung 

dialokasikan pada belanja modal, sementara DAU, yang umumnya 

digunakan untuk belanja pegawai dan infrastruktur, juga dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan anggaran belanja modal, terutama ketika 

kebutuhan daerah melebihi potensi penerimaan daerah. Dengan demikian, 

pengelolaan dana perimbangan yang efektif dapat mendorong peningkatan 

investasi dan pembangunan infrastruktur di daerah, berkontribusi pada 

pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

Sumber pembiayaan alternatif yang dialokasikan untuk belanja 

modal dalam penyediaan berbagai fasilitas publik adalah Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA merujuk pada 
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selisih antara pendapatan aktual dan pengeluaran selama periode fiskal. 

Kebanyakan dari SiLPA dialokasikan untuk pengeluaran langsung dalam 

bentuk investasi modal yang secara langsung meningkatkan ketersediaan 

layanan publik bagi masyarakat. (Mentayani & Rusmanto, 2013). Menurut 

Afkarina & Hermanto (2017) merepresentasikan SiLPA sebagai dana 

internal pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan 

untuk mendanai kegiatan rutin tahunan. SiLPA dapat mengindikasikan 

efisiensi pengelolaan keuangan daerah,Karena pembentukan SiLPA terjadi 

ketika terdapat surplus dalam APBD dan pembiayaan netto menunjukkan 

angka positif, di mana unsur-unsur pendapatan lebih tinggi daripada 

ekspenditur pembiayaan. Untuk itu, besarnya jumlah SiLPA seharusnya bisa 

menjadi tambahan pembiayaan untuk mengalokasikan porsi anggaran yang 

lebih besar terhadap alokasi belanja produktif seperti belanja modal. 

Optimaslisasi kualitas pada sektor publik dapat mendorong minat 

investor untuk menginvestasikan modal di daerah. Sehingga, reorientasi 

proporsi belanja adalah bentuk  langkah strategis yang diambil oleh 

pemerintah daerah guna memperkuat kepercayaan publik melalui 

pengembangan investasi modal berupa aset tetap, seperti peralatan, 

bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Pemerintah daerah 

diharapkan untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya, 

salah satunya dengan meningkatkan proporsi belanja modal yang 

dialokasikan untuk pengembangan sektor-sektor produktif di wilayahnya. 

(Kresnandra, 2016).  
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Pertumbuhan ekonomi yang signifikan merupakan tujuan utama 

pemerintah central dan regional. Sejalan dengan itu, pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan turut menjadi prioritas. Pembangunan ekonomi yang 

berhasil ditandai dengan peningkatan produktivitas, pendapatan per kapita, 

dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upayanya, pemerintah berusaha 

mengoptimalkan sumber daya, termasuk melalui kolaborasi dengan publik 

untuk menciptakan peluang kerja baru (Sukmawati et al., 2021). Maka dari 

itu, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan APBD merupakan faktor 

yang sangat mempengaruhi keberhasilan perekonomian daerah tersebut. 

Jika pemerintah daerah bisa mengatur APBD secara efektif dan efisien, 

maka akan terwujud peningkatan pembangunan daerah juga peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika pemerintah daerah kurang 

mampu dan kurang efisien dalam mengelola APBD maka pembangunan 

daerah dan kesejahteraan masyarakat akan terhambat (Kresnandra, 2016).  

Berdasarkan kajian oleh Nasution et al. (2023), Khulwani et al. 

(2022) dan Purnasari et al. (2022) membuktikan bahwa PAD, DAU dan 

SiLPA Tahun sebelumnya mempengaruhi besaran alokasi Belanja Modal. 

Di sisi lain, kajian oleh Gunawan Siregar (2022) dan Bahri et al. (2023) 

menyatakan bahawa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana 

Bagi Hasil dan Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap 

Belanja Modal. 

Sebagaimana uraian pendahuluan dan kajian terdahulu yang sudah 

dipaparkan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan maksud menguji 
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apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja 

Modal pada kabupaten/kota di Jawa Timur dengan judul “Determinan 

Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2013-2023”.  

B. Batasan Pokok Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memberi batasan dan hanya fokus untuk 

mencapai tujuan penelitian yang sudah ditentukan, sehingga penelitian ini 

dapat dilakukan secara mendalam. Adapun batasan pokoknya antara lain: 

1. Studi ini mengambil lokasi di Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jawa 

Timur 

2. Statistik yang dipakai pada studi ini mencakup Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 

sebelumnya dan Belanja Modal kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. 

3. Periode yang diambil yakni sebelas tahun, dimulai dari tahun 2013-

2023. 

C. Rumusan Masalah 

Merujuk pada pendahuluan yang sudah diuraikan sebelumnya, terdapat 

empat isu utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja modal 

kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur? 

2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal 

kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur? 
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3. Apakah Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya 

berpengaruh terhadap Belanja modal kabupaten/kota di provinsi Jawa 

Timur? 

D. Tujuan Penelitian 

Merujuk isu utama sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa maksud dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk memahami keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah 

berdampak dan Belanja modal kabupaten/kota provinsi Jawa Timur 

2. Untuk memahami keterkaitan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja 

modal kabupaten/kota provinsi Jawa Timur 

3. Untuk memahami keterkaitan antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

tahun sebelumnya dan Belanja modal kabupaten/kota provinsi Jawa 

Timur

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Studi ini memberikan manfaat kepada penulis dengan memperluas 

pengetahuan penulis terkait Pengaruh PAD, DAU, SiLPA Terhadap 

Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2013-

2023. Disamping itu penelitian ini juga menjadi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Pendidikan di tingkat sarjana di Program Studi Ekonomi 

Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. 
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2. Manfaat Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam memperkaya literatur 

ilmiah terkait dengan kebijakan fiskal, khususnya dalam realisasi 

Belanja Modal. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi 

akademisi atau mahasiswa yang ingin memahami tentang hubungan 

antara variabel PAD, DAU dan SiLPA dengan Belanja modal. 

3. Manfaat Untuk Pemerintah dan Masyarakat 

Kajian ini dapat memberi manfaat kepada pemerintah dan 

masyarakat khususnya pemerintah daerah untuk daapat mengelola 

sumber-sumber dana dari pemerintah pusat dengan lebih efektif, karena 

dengan efektifnya pengelolaan sumber dana dari pemerintah pusat dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan 

infrastruktur, akses yang lebih baik ke layanan dasar juga pengurangan 

ketimpangan sosial serta mendorong pembangunan yang inklusif dan 

berkelanjutan 

F. Sistematika Pembahasan 

Kajian ini disusun sistematis dengan memuat lima bab, pembahasan 

dalam penelitian ini nantinya akan menjelaskan alur berpikir daripada 

penulis. Berikut adalah elemen utama penelitian ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan terkait fenomena dan 

problematikautama terkait penelitian ini. Penulis secara khusus akan 

mengolaborasi problematika penelitian dengan sejumlah fakta dan data 
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yang kemudian diidentifikasi. Selanjutnya, pada bab ini dijelaskan terkait 

batasan masalah, rumusann masalah dan tujuan penelitian yang akan 

dibahas oleh penulis berdasarkan latar belakang yang nantinya akan menjadi 

fokus dalam penelitian ini.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, penulis menyajikan literature terdahulu dan melakukan review 

atas setiap literatur yang digunakan. Selain itu dijalaskan juga pendekatan 

teoristis secara sistematis lalu dilanjutkan dengan penjelasan hipotesis pada 

tiap variabel penelitian yang akan dijawab pada bab akhir dari penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ke tiga ini penulis menjelaskan tentang jenis data, metode 

penelitian, teknik analisis dan teknik pengumpulan data. Dalam bab ini 

penulis juga menyebutkan definisi operasional variabel dan sumber data 

yang dipakai dalam penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab hasil dan pembahasan, penulis menjawab pertanyaan penelitian 

yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang disebutkan dalam bab satu. 

Pada bagian ini penulis memaparkan hasil pengujian statistik yang berkaitan 

dengan penelitian ini dan menginterpretasikan hasil dari uji statistik yang 

dilakukan. Pada sub bab pembahasan akan dijelaskan secara detail 

mengenai hasil uji statistik sehingga pada bab ini akan dikolaborasi dengan 

penelitian terdahulu yang sejalan atau tidak dengan hasil dari penelitian ini. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya. 

Selain itu, bab ini juga berisi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan 

penelitian dan pemaparan saran terhadap beberapa pihak yang 

bersangkutan. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap 

Belanja Modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur periode 2013-

2023 ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0.0307 < 0.05 yang 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

maka semakin tinggi pula alokasi Belanja Modal. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur mampu 

mengelola keuangannya secara mandiri untuk memaksimalkan PAD. 

Nilai Pendapatan Asli Daerah paling kecil yaitu terdapat pada kota Batu 

periode 2013, sedangkan nilai PAD paling besar yaitu terdapat pada kota 

Surabaya periode 2023. 

2. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap 

Belanja Modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur periode 2013-

2023 dengan nilai p-value sebesar 0.0000 < 0.05 yang mengindikasikan 

bahwa kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang menerima DAU 

yang besar juga memiliki alokasi belanja modal yang besar. Hal ini 

disebabkan kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola dan 

mengambil keputusan terkait keuangan daerah yang mana penggunaan 



 

 

Dana Alokasi Umum digunakan untuk pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah melalui belanja 

modal. Nilai Dana Alokasi Umum paling kecil terdapat pada kabupaten 

Pasuruan periode 2014, sedangkan Dana Alokasi Umum paling besar 

terdapat pada Kabupaten Jember periode 2019.  

3. Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya 

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota provinsi 

Jawa Timur periode 2013-2023 ditunjukkan dengan nilai p-value 

sebesar 0.0000 < 0.05 yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 

SiLPA berkontribusi pada peningkatan alokasi Belanja Modal. 

Tambahan pendapatan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya 

mengakibatkan pemerintah daerah memiliki kecukupan dana dalam 

rangka meningkatkan pelayanan publik melalui pengalokasian dana 

yang optimal untuk alokasi belanja modal. Nilai SiLPA paling kecil 

terdapat pada kota Blitar periode 2021, sedangkan nilai Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya paling besar terdapat pada 

kabupaten Bojonegoro periode 2023.  

4. Berdasarkan hasil uji f (simultan) didapatkan p-value sebesar 0,000000 

< 0,05, artinya secara Bersama-sama variabel PAD, DAU dan SiLPA 

berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

periode 2013-2023. Sebesar 87% variabel independent mampu 

menjelaskan variabel Belanja Modal kabupaten/kota di Jawa Timur 



 

 

periode 2013-2023. Sedangkan sebanyak 13% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak disebutkan dalam model. 

B. Saran 

Berdasarkan studi yang dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa 

saran yang harus dipertimbangkan kembali oleh pihak yang terkait antara 

lain: 

1. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan pemerintah daerah dalam 

menyusun kebijakan terkait hal anggaran keuangan. Pemerintah daerah 

perlu senantiasa berupaya mewujudkan kemandirian tanpa bergantung 

pada pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal telah menunjukkan 

pengaruh yang sangat besar melalui bertambahnya PAD dalam 

pengalokasian belanja modal. Pemerintah daerah penting untuk 

memperhatikan potensi-potensi yang ada di daerah untuk menunjang 

PAD yang lebih besar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat tinggi sehingga 

menciptakan potensi dari PAD terhadap kesadaran membayar pajak. 

Permasalahan yang sering dialami pemerintah pada anggaran DAU 

belum dikelola secara maksimal. Lebih banyak digunakan untuk 

membiayai belanja pegawai, perlu dilakukan perhitungan kembali porsi 

yang harus diberikan untuk membayar pegawai dan porsi untuk 

kebutuhan yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, bagi peneliti yang akan menggunakan 

topik yang sama mengenai keuangan daerah diharapkan untuk 



 

 

menambah data tahun yang terbaru dan variabel yang lebih banyak. 

Tujuannya untuk dapat menggali informasi yang lebih dalam dari faktor 

yang mempengaruhi porsi alokasi anggaran daerah. 
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